
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.993, 2021 KEMENPERIN. Industri Kendaraan Bermotor Roda 

Empat atau Lebih.  

 

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA 

 NOMOR 23 TAHUN 2021 

TENTANG 

INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang  : a.  bahwa untuk mendorong peningkatan nilai tambah 

perakitan industri kendaraan bermotor roda empat atau 

lebih sesuai dengan kebutuhan pengembangan industri 

kendaraan bermotor roda empat atau lebih, perlu 

mengatur kembali ketentuan mengenai proses 

manufaktur, pengujian emisi karbondioksida atau 

konsumsi bahan bakar, serta pengadaan komponen 

kendaraan bermotor roda empat atau lebih di dalam 

negeri; 

b. bahwa pengaturan industri kendaraan bermotor roda 

empat atau lebih sebagaimana tercantum dalam 

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 34/M-

IND/PER/9/2017 tentang Industri Kendaraan Bermotor 

Roda Empat atau Lebih sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 5 Tahun 

2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Perindustrian Nomor 34/M-IND/PER/9/2017 tentang 

Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih 

sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengembangan 
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industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih 

dalam negeri, sehingga perlu diganti; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Perindustrian tentang Industri 

Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih; 

 

Mengingat :   1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang 

Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 

Negara  Republik Indonesia Nomor 6573); 

4. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang 

Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 254); 

5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 170); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan   : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG 

INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU 

LEBIH. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Kendaraan  Bermotor  Roda  Empat  atau  Lebih  adalah 

kendaraan dengan roda empat atau lebih yang 

digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin 

dan/atau motor penggerak lainnya. 

2. Perusahaan Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat 

atau Lebih yang selanjutnya disebut Perusahaan Industri 

adalah perusahaan yang didirikan dan beroperasi di 

Indonesia serta telah memperoleh Perizinan Berusaha 

untuk melakukan proses manufaktur terhadap sebagian 

atau keseluruhan Kendaraan Bermotor Roda Empat atau 

Lebih atau Sasis Dilengkapi dengan Mesin sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 

3. Perusahaan Industri Komponen adalah perusahaan 

industri yang didirikan dan beroperasi di Indonesia serta 

telah memperoleh Perizinan Berusaha untuk merakit 

atau memproduksi Komponen Kendaraan Bermotor 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

4. Sedan adalah Kendaraan Bermotor Roda Empat atau 

Lebih dengan ciri memiliki 3 (tiga) ruang yang terdiri dari 

ruang motor penggerak, ruang penumpang, dan ruang 

bagasi yang masing-masing ruang tersekat secara 

permanen dalam satu kesatuan dengan tempat duduk 

tidak lebih dari 2 (dua) baris. 

5. Kendaraan Penumpang (4x2) adalah Kendaraan Bermotor 

Roda Empat atau Lebih untuk pengangkutan penumpang 

selain Sedan dengan jumlah penumpang kurang dari 10 

(sepuluh) orang termasuk pengemudi, dan memiliki 

sistem penggerak dua roda. 

6. Kendaraan Penumpang (4x4) adalah Kendaraan Bermotor 

Roda Empat atau Lebih untuk pengangkutan penumpang 

selain Sedan dengan jumlah penumpang kurang dari 10 
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(sepuluh) orang termasuk pengemudi, dan memiliki 

sistem penggerak empat roda. 

7. Bus adalah Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih 

untuk pengangkutan 10 (sepuluh) orang atau lebih, 

termasuk pengemudi. 

8. Kendaraan Angkutan Barang adalah Kendaraan 

Bermotor Roda Empat atau Lebih untuk pengangkutan 

barang. 

9. Traktor Jalan untuk Semi Trailer adalah Kendaraan 

Bermotor Roda Empat atau Lebih yang dikonstruksi 

terutama untuk menarik trailer dan semi trailer, atau 

yang disebut juga Tractor Head. 

10. Sasis Dilengkapi dengan Mesin adalah sasis sudah 

dilengkapi mesin namun belum dilengkapi bodi/kabin, 

selanjutnya diproses karoseri untuk menjadi bus. 

11. Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dalam 

Keadaan Terurai Lengkap (Completely Knocked 

Down/CKD) yang selanjutnya disebut Kendaraan 

Bermotor CKD adalah Kendaraan Bermotor Roda Empat 

atau Lebih yang diimpor dalam keadaan terurai dan 

lengkap sebagai sebuah kendaraan. 

12. Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dalam 

Keadaan Terurai Tidak Lengkap (Incompletely Knocked 

Down/IKD) yang selanjutnya disebut Kendaraan 

Bermotor IKD adalah Kendaraan Bermotor Roda Empat 

atau Lebih atau Sasis Dilengkapi dengan Mesin yang 

diimpor dalam keadaan terurai dan tidak lengkap sebagai 

sebuah kendaraan. 

13. Komponen Kendaraan Bermotor adalah bagian 

kendaraan bermotor yang diperlukan untuk 

memfungsikan kendaraan bermotor. 

14. Komponen  Utama  adalah Komponen Kendaraan 

Bermotor yang memiliki fungsi utama kendaraan 

bermotor. 

15. Komponen Pendukung adalah Komponen Kendaraan 

Bermotor selain Komponen Utama. 
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16. Penyambungan Bodi adalah kegiatan merakit bagian-

bagian bodi menjadi bodi, dengan cara dilas, direkatkan, 

dibaut, dikeling, dan/atau cara lain yang serupa. 

17. Pencetakan Bodi adalah kegiatan membentuk bodi 

melalui proses pres-kempa, injeksi, dan/atau proses lain 

yang serupa. 

18. Pengecatan Bodi adalah pelapisan akhir permukaan bodi 

kendaraan bermotor dengan menggunakan bahan pelapis 

berupa cat. 

19. Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor yang selanjutnya 

disingkat NIK adalah identitas dalam bentuk kombinasi 

17 (tujuh belas) karakter berupa huruf dan/atau angka 

yang dipasang/dicetak pada Kendaraan Bermotor Roda 

Empat atau Lebih atau Sasis Dilengkapi dengan Mesin, 

atau yang juga disebut dengan Vehicle Identification 

Number (VIN). 

20. Tipe adalah nama teknis dan/atau nama dagang yang 

diberikan pada jenis kendaraan dengan spesifikasi 

tertentu oleh pabrik pembuatnya. 

21. Surat  Penetapan  Kode  Perusahaan  adalah  surat  yang 

diterbitkan oleh Direktur Jenderal yang menetapkan 

bahwa Perusahaan Industri dapat menerapkan NIK. 

22. Kode Perusahaan adalah 3 (tiga) karakter pertama dari 

17 (tujuh belas) karakter sebagaimana tercantum dalam 

NIK. 

23. Keteruraian Minimal adalah kondisi penguraian minimal 

yang harus dipenuhi oleh uraian barang agar dapat 

diimpor dengan menggunakan skema Kendaraan 

Bermotor CKD atau Kendaraan Bermotor IKD. 

24. Nilai Set Kendaraan adalah nilai pabean dari satu unit 

dalam bentuk set Kendaraan Bermotor CKD atau 

Kendaraan Bermotor IKD yang diimpor dan digunakan 

untuk keperluan perakitan oleh Perusahaan Industri. 

25. Surat Persetujuan adalah surat yang menerangkan 

bahwa Perusahaan Industri dapat melakukan importasi 

Kendaraan Bermotor CKD dan/atau Kendaraan Bermotor 

IKD. 
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26. Surat  Persetujuan Impor Komponen Non-IKD  adalah 

surat yang menerangkan bahwa Perusahaan Industri 

dapat melakukan importasi komponen tertentu yang 

sudah diproduksi di dalam negeri dan tidak diimpor 

sebagai bagian dari Kendaraan Bermotor IKD. 

27. Surat Penetapan adalah surat yang diterbitkan untuk 

menetapkan Perusahaan Industri yang dapat melakukan 

importasi Kendaraan Bermotor IKD. 

28. Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya 

disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme 

kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber 

daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, 

serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama 

lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, 

penyajian, pelayanan, serta penyebarluasan data 

dan/atau informasi industri. 

29. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang 

mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang untuk 

melakukan pembinaan industri Kendaraan Bermotor 

Roda Empat atau Lebih di Kementerian Perindustrian. 

30. Direktur adalah direktur yang mempunyai tugas, fungsi, 

dan wewenang untuk melakukan pembinaan industri 

Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih di 

Kementerian Perindustrian. 

 

BAB II 

PROSES MANUFAKTUR 

 

Pasal 2 

(1) Perusahaan Industri harus melakukan proses 

manufaktur di dalam negeri. 

(2) Proses manufaktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat berupa: 

a. Pencetakan Bodi; 

b. Penyambungan Bodi; 

c. Pengecatan Bodi; 

d. pembuatan dan/atau perakitan kabin; 
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e. pembuatan dan/atau perakitan sasis; 

f. pembuatan dan/atau perakitan motor penggerak; 

g. pembuatan dan/atau perakitan transmisi/transaxle; 

h. pembuatan dan/atau perakitan axle; 

i. perakitan kendaraan bermotor (assembling); 

dan/atau 

j. pengujian dan pengendalian mutu. 

 

Pasal 3 

(1) Proses manufaktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

dilakukan terhadap: 

a. Komponen Utama; dan/atau 

b. Komponen Pendukung. 

(2) Komponen Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a terdiri atas: 

a. bodi, kabin, dan/atau sasis; 

b. motor penggerak; 

c. transmisi atau transaxle; dan 

d. axle. 

 

Pasal 4 

Perusahaan Industri melakukan proses manufaktur 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 untuk 

memproduksi: 

a. Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dengan Sub 

Pos 8701.20, Pos 87.02. Pos 87.03. Pos 87.04, dan/atau 

Pos 87.05; dan/atau 

b. Sasis Dilengkapi dengan Mesin sebagaimana dimaksud 

dalam Pos 87.06. 

 

Pasal 5 

(1) Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih yang 

diproduksi di dalam negeri dan/atau diimpor dan untuk 

dipergunakan di jalan umum di dalam wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan sistem 

roda kemudi kanan atau tengah. 
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(2) Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dapat 

menggunakan sistem roda kemudi selain kanan atau 

tengah dengan ketentuan: 

a. diproduksi di dalam negeri untuk tujuan ekspor; 

dan/atau 

b. diimpor dan digunakan untuk keperluan khusus. 

 

Pasal 6 

(1) Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Sasis 

Dilengkapi dengan Mesin yang digunakan di dalam 

wilayah Indonesia harus menerapkan ketentuan 

mengenai penggunaan NIK. 

(2) Ketentuan mengenai penggunaan NIK sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) termasuk penerapan ketentuan 

Standar Nasional Indonesia NIK untuk: 

a. letak NIK; dan 

b. penggunaan 17 (tujuh belas) karakter. 

(3) Dalam keadaan tertentu, ketentuan mengenai 

penggunaan NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dapat dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

Pasal 7 

(1) Dalam melaksanakan proses manufaktur sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2, Perusahaan Industri dapat: 

a. melakukan sendiri dengan sarana dan prasarana 

yang dimiliki; dan/atau 

b. menyerahkan sebagian atau seluruh proses 

manufaktur kepada perusahaan lain di dalam 

negeri.  

(2) Dalam hal Perusahaan Industri menyerahkan sebagian 

atau seluruh proses manufaktur sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b,: 

a. hasil proses manufaktur yang dilakukan oleh 

perusahaan lain di dalam negeri dimaksud 

dikembalikan kepada Perusahaan Industri yang 

bersangkutan; dan 
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b. penyerahan proses manufaktur dituangkan dalam 

perjanjian yang ditandatangani oleh pejabat 

perusahaan setingkat direksi. 

(3) Perusahaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b terdiri atas: 

a. Perusahaan Industri; 

b. Perusahaan Industri Komponen; dan/atau 

c. perusahaan yang memiliki perizinan berusaha di 

bidang produksi kendaraan bermotor. 

 

Pasal 8 

Perusahaan Industri wajib memiliki: 

a. perizinan berusaha di bidang produksi kendaraan 

bermotor; 

b. Surat Penetapan Kode Perusahaan; dan 

c. surat pendaftaran merek dari kementerian yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

hukum dan hak asasi manusia atau perjanjian untuk 

memproduksi kendaraan bermotor dengan prinsipal 

pemegang merek. 

 

BAB III 

PENGUJIAN EMISI CO2 ATAU KONSUMSI BAHAN BAKAR 

 

Pasal 9 

(1) Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih tertentu 

yang diproduksi atau yang diimpor untuk digunakan di 

dalam wilayah Indonesia harus dilakukan pengujian 

emisi CO2 atau konsumsi bahan bakar. 

(2) Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih tertentu 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang 

Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa 

Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas 

Barang Mewah. 

(3) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan terhadap tiap Tipe kendaraan. 
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Pasal 10 

(1) Pengujian emisi CO2 atau konsumsi bahan bakar 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 untuk Tipe 

kendaraan baru yang berasal dari impor dapat dilakukan 

di negara asal. 

(2) Hasil pengujian emisi CO2 atau konsumsi bahan bakar 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi di dalam 

negeri melalui pengujian terhadap sampel kendaraan. 

(3) Pengujian terhadap sampel kendaraan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2). 

(4) Hasil pengujian terhadap sampel kendaraan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) berlaku terhadap kendaraan 

dengan Tipe baru yang sama sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) yang berasal dari impor selanjutnya. 

 

Pasal 11 

(1) Pelaksanaan pengujian emisi CO2 atau konsumsi bahan 

bakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 

10 dilakukan oleh lembaga uji yang ditetapkan oleh 

pemerintah. 

(2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan sebagai bagian dari pengujian Tipe 

kendaraan bermotor. 

 

Pasal 12 

Ketentuan mengenai pengujian emisi CO2 atau konsumsi 

bahan bakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 

10 dan ketentuan mengenai Pengujian Tipe kendaraan 

bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh 

kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang perhubungan. 
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BAB IV 

KENDARAAN BERMOTOR CKD DAN KENDARAAN 

BERMOTOR IKD 

 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal 13 

Perusahaan Industri dapat melakukan impor atas: 

a. Kendaraan Bermotor CKD; 

b. Kendaraan Bermotor IKD; dan/atau 

c. Komponen Kendaraan Bermotor. 

 

Pasal 14 

(1) Importasi setiap set Kendaraan Bermotor CKD 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a atau 

Kendaraan Bermotor IKD sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 13 huruf b dilakukan dalam 1 (satu) dokumen 

pemberitahuan pabean. 

(2) Komponen Kendaraan Bermotor yang merupakan bagian 

dari  set Kendaraan Bermotor CKD atau Kendaraan 

Bermotor IKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

dimasukkan dari beberapa negara asal. 

 

Pasal 15 

(1) Importasi set Kendaraan Bermotor CKD atau Kendaraan 

Bermotor IKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 

dapat dilakukan melalui Pusat Logistik Berikat. 

(2) Set Kendaraan Bermotor CKD atau Kendaraan Bermotor 

IKD yang diimpor melalui Pusat Logistik Berikat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing 

diklasifikasikan dalam pos tarif Kendaraan Bermotor 

CKD atau pos tarif Kendaraan Bermotor IKD dengan 

menggunakan tarif bea masuk yang berlaku umum (Most 

Favoured Nation/MFN). 

(3) Importasi Kendaraan Bermotor CKD dan Kendaraan 

Bermotor IKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
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(2) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan di bidang kepabeanan. 

 

Pasal 16 

(1) Perusahaan Industri yang melakukan importasi 

Kendaraan Bermotor CKD atau Kendaraan Bermotor IKD 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 

dapat melakukan importasi susulan. 

(2) Importasi susulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan dalam hal: 

a. terdapat kekurangan (shortage) pengiriman 

Komponen Kendaraan Bermotor yang seharusnya 

termasuk dalam set Kendaraan Bermotor CKD atau 

set Kendaraan Bermotor IKD; 

b. terdapat kesalahan (mistake) dalam pengiriman 

Komponen Kendaraan Bermotor yang termasuk 

dalam set Kendaraan Bermotor CKD atau set 

Kendaraan Bermotor IKD; dan/atau 

c. Komponen Kendaraan Bermotor dalam set 

Kendaraan Bermotor CKD atau set Kendaraan 

Bermotor IKD tidak memenuhi standar mutu atau 

mengalami kerusakan dalam pengiriman, 

pembongkaran, atau proses produksinya (reject). 

(3) Importasi susulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dan ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan: 

a. jumlah Komponen Kendaraan Bermotor dalam 

importasi susulan tidak boleh melebihi jumlah 

Komponen Kendaraan Bermotor yang disusulkan 

importasinya; 

b. importasi susulan dilakukan dalam waktu paling 

lama 4 (empat) bulan sejak diterbitkannya 

Pemberitahuan Impor Barang (PIB) bagi Kendaraan 

Bermotor CKD atau Kendaraan Bermotor IKD yang 

disusulkan importasinya; 

c. Perusahaan Industri yang melakukan importasi 

ulang membuktikan nomor referensi, invoice, model, 

nomor batch, dan/atau nomor lot dari set Kendaraan 
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Bermotor CKD atau Kendaraan Bermotor IKD yang 

disusulkan importasinya; 

d. prinsipal dan/atau dari agen pemegang merek  

menyediakan dokumen yang membuktikan bahwa 

importasi susulan yang dilakukan memenuhi 

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf a, huruf b, dan/atau huruf c; dan 

e. Komponen Kendaraan Bermotor dalam importasi 

susulan hanya digunakan dalam kegiatan produksi 

dan tidak digunakan untuk keperluan purnajual. 

(4) Komponen Kendaraan Bermotor yang termasuk dalam 

importasi susulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

menggunakan tarif bea masuk yang berlaku umum (Most 

Favoured Nation/MFN). 

(5) Komponen Kendaraan Bermotor yang termasuk dalam 

importasi susulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

yang dapat dibuktikan sebagai rangkaian dari set 

Kendaraan Bermotor CKD atau set Kendaraan Bermotor 

IKD yang disusulkan importasinya dapat dikecualikan 

dari pembuktian pemenuhan pemberlakuan Standar 

Nasional Indonesia secara wajib. 

(6) Perusahaan Industri yang melakukan importasi susulan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan 

pelaksanaan importasi susulan kepada Direktur 

Jenderal. 

 

Pasal 17 

Perusahaan Industri melakukan proses manufaktur di dalam 

negeri terhadap Kendaraan Bermotor CKD sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 13 huruf a atau Kendaraan Bermotor 

IKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b. 

 

Pasal 18 

(1) Proses manufaktur terhadap Kendaraan Bermotor CKD 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 paling sedikit 

berupa: 

a. Penyambungan Bodi; 
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b. Pengecatan Bodi; 

c. perakitan kendaraan bermotor (assembling); dan 

d. pengujian serta pengendalian mutu. 

(2) Proses manufaktur terhadap Kendaraan Bermotor IKD 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 paling sedikit 

meliputi 2 (dua) dari 10 (sepuluh) proses manufaktur 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2). 

(3) Proses manufaktur terhadap Kendaraan Bermotor IKD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk 

memproduksi: 

a. Traktor Jalan untuk Semi Trailer dari Sub Pos 

8701.20; 

b. kendaraan bermotor dari Pos 87.02; 

c. kendaraan bermotor dari Pos 87.03, dengan jenis: 

1. Sedan; 

2. Kendaraan Penumpang (4x2); dan 

3. Kendaraan Penumpang (4x4); 

d. kendaraan bermotor dari Pos 87.04; dan 

e. Sasis Dilengkapi dengan Mesin dari Pos 87.06, 

untuk kendaraan bus dari Pos 87.02 dengan Gross 

Vehicle Weight (GVW) dari 5 (lima) ton. 

 

Pasal 19 

(1) Perusahaan Industri dilarang memindahtangankan 

Komponen Kendaraan Bermotor dalam Kendaraan 

Bermotor CKD atau Kendaraan Bermotor IKD kepada 

pihak lain. 

(2) Dalam hal terdapat Komponen Kendaraan Bermotor 

dalam Kendaraan Bermotor CKD atau Kendaraan 

Bermotor IKD yang tidak dipergunakan dalam proses 

manufaktur, Perusahaan Industri wajib mengekspor 

kembali atau memusnahkan Komponen Kendaraan 

Bermotor dimaksud. 

(3) Pelaksanaan ekspor kembali dan/atau pemusnahan 

Komponen Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) harus dilakukan dalam waktu paling lama 6 

(enam) bulan sejak diterbitkannya Pemberitahuan Impor 
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Barang untuk Kendaraan Bermotor CKD atau Kendaraan 

Bermotor IKD yang bersangkutan. 

 

Bagian Kedua 

Kendaraan Bermotor CKD 

 

Pasal 20 

(1) Kendaraan Bermotor CKD sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 13 huruf a harus mencakup 4 (empat) Komponen 

Utama Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 ayat (2). 

(2) Selain Komponen Utama sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Kendaraan Bermotor CKD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dapat mencakup Komponen 

Pendukung. 

(3) Komponen Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tercantum pada bagian A Tabel I-A dan bagian A Tabel I-

B dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 21 

(1) Importasi atas Kendaraan Bermotor CKD harus 

memenuhi Keteruraian Minimal. 

(2) Keteruraian Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) meliputi kondisi bodi belum disambung dan belum 

dicat. 

(3) Kondisi Keteruraian Minimal sebagaimana tercantum 

pada Tabel I-A dalam Lampiran I yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 22 

(1) Kondisi bodi belum disambung dan belum dicat 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dapat 

dikecualikan terhadap Kendaraan Bermotor CKD yang 

digunakan untuk memproduksi kendaraan bermotor dari 

Pos 87.03 untuk jenis: 

a. Sedan; 
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b. Kendaraan Penumpang (4x2); atau 

c. Kendaraan Penumpang (4x4). 

(2) Pengecualian bagi Kendaraan Bermotor CKD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan 

ketentuan: 

a. jumlah impor paling banyak 5.000 (lima ribu) 

set/Tipe/tahun; atau 

b. jumlah impor lebih dari 5.000 (lima ribu) 

set/Tipe/tahun dengan selisih jumlah impor di atas 

5.000 (lima ribu)set/Tipe/tahun ditujukan untuk 

ekspor. 

(3) Nilai Set Kendaraan untuk Kendaraan Bermotor CKD 

dengan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dan ayat (2) diberlakukan paling sedikit sebesar 

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 

(4) Kendaraan Bermotor CKD dengan pengecualian 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari 

proses manufaktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

18 ayat (1) huruf a dan huruf b. 

(5) Pengecualian terhadap Kendaraan Bermotor CKD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi 

Keteruraian Minimal sebagaimana tercantum pada Tabel 

I-B dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

  

Pasal 23 

Importasi Kendaraan Bermotor CKD yang tidak sesuai dengan 

ketentuan dalam Pasal 20, Pasal 21, atau Pasal 22 secara 

keseluruhan dilakukan dengan  menggunakan tarif bea 

masuk yang berlaku umum (Most Favoured Nation/MFN). 
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Bagian Ketiga 

Kendaraan Bermotor IKD 

 

Pasal 24 

(1) Kendaraan Bermotor IKD sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 13 huruf b harus memenuhi ketentuan sebagai 

berikut: 

a. mencakup paling sedikit 2 (dua) jenis uraian barang 

dari kelompok Komponen Utama dan/atau 

kelompok Komponen Pendukung; dan 

b. tidak mencakup komponen yang dikecualikan dari 

Kendaraan Bermotor IKD. 

(2) Kendaraan Bermotor IKD sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) harus memenuhi Keteruraian Minimal. 

(3) Keteruraian Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) meliputi kondisi bodi belum disambung dan belum 

dicat. 

(4) Uraian barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a dan Keteruraian Minimalsebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum pada Tabel I-C, 

Tabel I-E, Tabel I-G, Tabel I-I, Tabel I-J, Tabel I-K, Tabel 

I-L, Tabel I-M, Tabel I-N, dan Tabel I-O dalam Lampiran I 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini. 

(5) Komponen yang dikecualikan dari Kendaraan Bermotor 

IKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

tercantum dalam Kelompok C pada masing-masing tabel 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4). 

 

Pasal 25 

(1) Kondisi bodi belum disambung dan belum dicat 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dapat 

dikecualikan bagi Kendaraan Bermotor IKD yang 

digunakan untuk memproduksi kendaraan bermotor 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf c. 
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(2) Impor Kendaraan Bermotor IKD dengan kondisi bodi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan 

ketentuan: 

a. jumlah impor paling banyak 5.000 (lima ribu) 

set/Tipe/tahun; atau 

b. jumlah impor lebih dari 5.000 (lima ribu) 

set/Tipe/tahun dimana selisih jumlah impor di atas 

5.000 (lima ribu) set/Tipe/tahun ditujukan untuk 

ekspor. 

(3) Pengecualian bagi Kendaraan Bermotor IKD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1). 

(4) Uraian barang untuk pengecualian sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tercantum 

pada Tabel I-D, Tabel I-F, dan Tabel I-H dalam Lampiran 

I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 26 

(1) Perusahaan Industri yang menggunakan Kendaraan 

Bermotor IKD untuk memproduksi jenis kendaraan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf c 

wajib menggunakan Komponen Kendaraan Bermotor dari 

dalam negeri. 

(2) Penggunaan Komponen Kendaraan Bermotor dari dalam 

negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

dengan: 

a. memproduksi sendiri Komponen Kendaraan 

Bermotor; 

b. mensubkontrakkan pembuatan Komponen 

Kendaraan Bermotor kepada pihak lain di dalam 

negeri; dan/atau 

c. menggunakan Komponen Kendaraan Bermotor yang 

dihasilkan oleh produsen dalam negeri. 

(3) Penggunaan Komponen Kendaraan Bermotor dari dalam 

negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) 
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tahun sejak Surat Persetujuan untuk melakukan 

importasi Kendaraan Bermotor IKD diterbitkan. 

(4) Penggunaan Komponen Kendaraan Bermotor dari dalam 

negeri dituangkan dalam dokumen rencana penggunaan 

Komponen Kendaraan Bermotor dari dalam negeri. 

(5) Daftar Komponen Kendaraan Bermotor dalam negeri yang 

sudah dapat dihasilkan oleh produsen dalam negeri 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum 

dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 27 

(1) Kewajiban penggunaan Komponen Kendaraan Bermotor 

dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 

dilakukan oleh Perusahaan Industri yang memproduksi 

Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf c 

berupa: 

a. Sedan, menggunakan paling sedikit 7 (tujuh) jenis 

Komponen Kendaraan Bermotor; 

b. Sedan, dengan kondisi bodi telah disambung dan 

telah dicat, menggunakan paling sedikit 5 (lima) 

jenis Komponen Kendaraan Bermotor; 

c. Kendaraan Penumpang (4x2), menggunakan paling 

sedikit 7 (tujuh) jenis Komponen Kendaraan 

Bermotor; 

d. Kendaraan Penumpang (4x2), dengan kondisi bodi 

telah disambung dan telah dicat menggunakan 

paling sedikit 5 (lima) jenis Komponen Kendaraan 

Bermotor; 

e. Kendaraan Penumpang (4x4), menggunakan paling 

sedikit 7 (tujuh) jenis Komponen Kendaraan 

Bermotor; dan 

f. Kendaraan Penumpang (4x4), dengan kondisi bodi 

telah disambung dan telah dicat, menggunakan 

paling sedikit 5 (lima) jenis Komponen Kendaraan 

Bermotor. 
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(2) Daftar Komponen Kendaraan Bermotor untuk kewajiban 

penggunaan Komponen Kendaraan Bermotor dalam 

negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 

dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 28 

(1) Kendaraan Bermotor IKD sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 18 ayat (3) huruf c diberlakukan Nilai Set 

Kendaraan paling sedikit sebesar Rp150.000.000,00 

(seratus lima puluh juta rupiah). 

(2) Impor Kendaraan Bermotor IKD dengan pengecualian 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 harus memenuhi 

ketentuan Nilai Set Kendaraan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1). 

 

Pasal 29 

(1) Perusahaan Industri yang melakukan importasi 

Kendaraan Bermotor IKD harus memiliki Surat 

Penetapan dari Direktur Jenderal. 

(2) Permohonan untuk memperoleh Surat Penetapan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada 

Direktur Jenderal dengan melampirkan dokumen: 

a. fotokopi Izin Usaha Industri; 

b. fotokopi Surat Penetapan Kode Perusahaan; dan 

c. fotokopi Surat Pendaftaran Merek dari kementerian 

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang hukum dan hak asasi manusia atau 

perjanjian untuk memproduksi Kendaraan Bermotor 

dengan merek prinsipal. 

(3) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) yang telah lengkap dan benar, Direktur Jenderal 

menerbitkan Surat Penetapan paling lambat 5 (lima) hari 

kerja sejak permohonan diterima. 

(4) Surat Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

berlaku selama Perusahaan Industri yang bersangkutan 
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masih beroperasi atau tidak ada perubahan data pada 

Surat Penetapan dimaksud. 

(5) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dan penerbitan Surat Penetapan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara elektronik 

melalui SIINas. 

(6) Permohonan untuk memperoleh Surat Penetapan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan 

formulir sebagaimana tercantum pada Format G dalam 

Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Menteri ini. 

(7) Surat Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

menggunakan formulir sebagaimana tercantum pada 

Format H dalam Lampiran III yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 30 

Importasi Kendaraan Bermotor IKD yang tidak sesuai dengan 

ketentuan dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 29 secara 

keseluruhan diklasifikasikan dengan menggunakan tarif bea 

masuk yang berlaku umum (Most Favoured Nation/MFN). 

   

Bagian Keempat 

Komponen yang Dikecualikan dari Kendaraan Bermotor IKD 

 

Pasal 31 

(1) Perusahaan Industri dapat mengadakan komponen yang 

dikecualikan dari Kendaraan Bermotor IKD sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b dengan 

persyaratan sebagai berikut: 

a. memproduksi sendiri Komponen Kendaraan 

Bermotor; 

b. mensubkontrakkan pembuatan Komponen 

Kendaraan Bermotor kepada pihak lain di dalam 

negeri; 

c. menggunakan Komponen Kendaraan Bermotor yang 

dihasilkan oleh produsen dalam negeri; dan/atau 
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d. mengimpor. 

(2) Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 

dilakukan menggunakan tarif bea masuk yang berlaku 

umum (Most Favoured Nation/MFN). 

 

Pasal 32 

(1) Importasi komponen yang dikecualikan dari Kendaraan 

Bermotor IKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 

yang dilakukan bersamaan dengan importasi Kendaraan 

Bermotor IKD dalam 1 (satu) dokumen pemberitahuan 

pabean dapat diperlakukan sebagai Kendaraan Bermotor 

CKD. 

(2) Pemberlakuan sebagai Kendaraan Bermotor CKD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila 

penggabungan seluruh komponen dapat memenuhi 

ketentuan importasi Kendaraan Bermotor CKD 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20. 

 

BAB V 

PERSETUJUAN 

 

Pasal 33 

(1) Importasi atas Kendaraan Bermotor CKD sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 20 dan Kendaraan Bermotor IKD 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan 

berdasarkan Surat Persetujuan dari Direktur Jenderal. 

(2) Importasi komponen yang dikecualikan dari Kendaraan 

Bermotor IKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 

ayat (1) dilakukan berdasarkan Surat Persetujuan Impor 

Komponen Non-IKD. 

 

Pasal 34 

(1) Permohonan Surat Persetujuan untuk Kendaraan 

Bermotor CKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 

ayat (1) diajukan kepada Direktur Jenderal dengan 

melampirkan dokumen berupa: 

a. fotokopi Izin Usaha Industri; 
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b. fotokopi Surat Penetapan Kode Perusahaan; 

c. fotokopi Surat Pendaftaran Merek dari kementerian 

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang hukum dan hak asasi manusia atau 

Perjanjian untuk memproduksi Kendaraan Bermotor 

dengan merek prinsipal; 

d. daftar peralatan produksi; 

e. rencana impor Kendaraan Bermotor CKD selama 1 

(satu) tahun; 

f. realisasi produksi atas impor Kendaraan Bermotor 

CKD yang telah dilakukan; dan 

g. surat perjanjian subkontrak yang sudah dilegalisir 

oleh notaris, bagi Perusahaan Industri yang 

mensubkontrakkan kepada perusahaan industri 

dalam negeri untuk melakukan proses manufaktur. 

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

menggunakan formulir sebagaimana tercantum pada 

Format A dalam Lampiran III yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 35 

(1) Permohonan Surat Persetujuan untuk Kendaraan 

Bermotor IKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 

ayat (1) diajukan kepada Direktur Jenderal dengan 

melampirkan dokumen berupa: 

a. fotokopi Surat Penetapan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 28; 

b. daftar peralatan produksi; 

c. rencana impor Kendaraan Bermotor IKD dalam 1 

(satu) tahun; 

d. realisasi produksi atas impor Kendaraan Bermotor 

IKD yang telah dilakukan; dan 

e. surat perjanjian subkontrak yang sudah dilegalisir 

oleh notaris, bagi Perusahaan Industri yang 

mensubkontrakkan pelaksanaan proses manufaktur 

kepada perusahaan industri dalam negeri. 
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(2) Dalam hal Perusahaan Industri melakukan importasi 

Kendaraan Bermotor IKD untuk jenis kendaraan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf c, 

permohonan Surat Persetujuan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilengkapi dengan rencana penggunaan 

Komponen Kendaraan Bermotor dalam negeri. 

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

menggunakan formulir sebagaimana tercantum pada 

Format C dalam Lampiran III yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 36 

(1) Permohonan Surat Persetujuan Impor Komponen Non-

IKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 diajukan 

kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan dokumen 

berupa: 

a. fotokopi Izin Usaha Industri; 

b. fotokopi Surat Penetapan Kode Perusahaan; 

c. fotokopi Surat Pendaftaran Merek dari kementerian 

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang hukum dan hak asasi manusia atau 

perjanjian untuk memproduksi Kendaraan Bermotor 

dengan merek prinsipal; 

d. rencana impor komponen yang dikecualikan dari 

Kendaraan Bermotor IKD selama 1 (satu) tahun; 

e. realisasi produksi atas impor Kendaraan Bermotor 

IKD yang telah dilakukan; dan 

f. surat pernyataan yang memuat alasan importasi 

komponen yang dikecualikan dari Kendaraan 

Bermotor IKD. 

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

menggunakan formulir sebagaimana tercantum pada 

Format E dalam Lampiran III yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 
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Pasal 37 

(1) Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan terhadap 

permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, 

Pasal 35, dan Pasal 36. 

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 

sedikit meliputi: 

a. pemeriksaan legalitas perusahaan; 

b. pemeriksaan rencana dan realisasi impor; dan 

c. pemeriksaan rencana dan realisasi produksi. 

(3) Selain pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2),  terhadap permohonan yang diajukan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) juga dilakukan 

pemeriksaan atas rencana dan realisasi penggunaan 

Komponen Kendaraan Bermotor dalam negeri 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4). 

 

Pasal 38 

(1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 37, Direktur Jenderal menerbitkan Surat 

Persetujuan atau Surat Persetujuan Impor Komponen 

Non-IKD dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari 

kerja setelah persyaratan diterima dengan lengkap dan 

benar. 

(2) Surat Persetujuan dan Surat Persetujuan Impor 

Komponen Non-IKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal 

diterbitkan. 

(3) Surat Persetujuan untuk Kendaraan Bermotor CKD, 

Surat Persetujuan untuk Kendaraan Bermotor IKD, dan 

Surat Persetujuan Impor Komponen Non-IKD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing 

menggunakan format sebagaimana tercantum pada 

Format B, Format D, dan Format F dalam Lampiran III 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini. 
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Pasal 39 

Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

34, Pasal 35, dan Pasal 36 serta penerbitan Surat Persetujuan 

atau Surat Persetujuan Impor Komponen Non-IKD 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilakukan secara 

elektronik melalui SIINas. 

 

Pasal 40 

(1) Importasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak 

memerlukan Surat Persetujuan untuk Kendaraan 

Bermotor CKD. 

(2) Surat Persetujuan Impor Komponen Non-IKD 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 digunakan untuk 

keperluan pengawasan penggunaan Komponen Non-IKD 

dalam proses produksi oleh Direktur Jenderal. 

 

BAB VI 

PELAPORAN DAN PENGAWASAN 

 

Bagian Kesatu 

Pelaporan 

 

Pasal 41 

(1) Perusahaan Industri pemegang Surat Persetujuan atau 

Surat Persetujuan Impor Komponen Non-IKD 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 wajib melaporkan 

realisasi impor dan realisasi produksi kepada Direktur 

Jenderal secara berkala setiap 6 (enam) bulan sejak 

Surat Persetujuan atau Surat Persetujuan Impor 

Komponen Non-IKD diterbitkan. 

(2) Perusahaan Industri pemegang Surat Persetujuan yang 

menggunakan Kendaraan Bermotor IKD untuk 

memproduksi jenis kendaraan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 18 ayat (3) huruf c wajib memberikan  

laporan realisasi penggunaan Komponen Kendaraan 

Bermotor dalam negeri kepada Direktur Jenderal secara  
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berkala setiap 1 (satu) tahun sejak Surat Persetujuan 

diterbitkan. 

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 

(2) disampaikan secara elektronik melalui SIINas dengan 

menggunakan format sebagaimana tercantum pada 

Format G dalam Lampiran III yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

(4) Perusahaan Industri menyampaikan tembusan laporan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur 

Jenderal Bea dan Cukai. 

 

Pasal 42 

(1) Perusahaan Industri wajib melaporkan pelaksanaan 

ekspor kembali dan/atau pemusnahan Komponen 

Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

19 ayat (2) dan ayat (3) secara berkala paling lambat 

setiap tanggal 30 Juni dan tanggal 31 Desember pada 

tahun berjalan kepada Direktur Jenderal. 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disampaikan secara elektronik melalui SIINas dengan 

melampirkan: 

a. Pemberitahuan Ekspor Barang, dalam hal dilakukan 

pengeksporan kembali; dan/atau 

b. berita acara pemusnahan dan foto pelaksanaan 

pemusnahan, dalam hal dilakukan pemusnahan. 

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

menggunakan format sebagaimana tercantum pada 

Format H dalam Lampiran III yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

Bagian Kedua 

Pengawasan 

 

Pasal 43 

(1) Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap 

Perusahaan Industri atas kepatuhan penerapan 

Peraturan Menteri ini. 
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(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) kali dalam 1 

(satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan. 

(3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), Direktur Jenderal dapat berkoordinasi 

dengan instansi terkait. 

 

Pasal 44 

(1) Perusahaan Industri yang tidak memenuhi ketentuan 

terkait: 

a. pelaksanaan proses manufaktur sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 17; 

b. pelaksanaan importasi susulan sesuai kondisi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan 

ayat (3); 

c. pelaksanaan proses manufaktur Kendaraan 

Bermotor CKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

18; 

d. larangan pemindahtanganan Komponen Kendaraan 

Bermotor dalam Kendaraan Bermotor CKD atau 

Kendaraan Bermotor CKD kepada pihak lain 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19; 

e. batasan jumlah impor dan Nilai Set Kendaraan 

untuk Kendaraan Bermotor CKD sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3); 

f. pelaksanaan proses manufaktur Kendaraan 

Bermotor IKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

24; 

g. batasan jumlah impor Kendaraan Bermotor IKD 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2); 

h. kewajiban penggunaan Komponen Kendaraan 

Bermotor dari dalam negeri sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 26 dan Pasal 27; 

i. batasan Nilai Set Kendaraan untuk Kendaraan 

Bermotor IKD sebagaimana dimaksud dalamPasal 

28; 
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j. kewajiban penyampaian laporan realisasi impor dan 

realisasi produksi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 41; dan/atau 

k. kewajiban penyampaian laporan ekspor kembali 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, 

dikenai sanksi administratif. 

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) berupa: 

a. pencabutan Surat Persetujuan atau Surat 

Persetujuan Impor Komponen Non-IKD; dan 

b. tidak diterbitkan Surat Persetujuan dan/atau Surat 

Persetujuan Impor Komponen Non-IKD berikutnya 

pada 1 (satu) kali periode importasi berikutnya. 

 

Pasal 45 

(1) Kementerian yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang keuangan dapat melakukan 

pengawasan dan pemeriksaan terhadap Perusahaan 

Industri yang memproduksi Kendaraan Bermotor CKD 

atau Kendaraan Bermotor IKD. 

(2) Pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap perusahaan lain 

di dalam negeri yang menerima pelaksanaan sebagian 

atau seluruh proses manufaktur sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b. 

 

BAB VII 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

 

Pasal 46 

(1) Batas terendah dari Nilai Set Kendaraan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (1) 

dapat diubah: 

a. dalam jangka waktu paling singkat 2 (dua) tahun 

setelah Peraturan Menteri ini berlaku; dan 

b. apabila terdapat perubahan nilai tukar rupiah 

terhadap dollar Amerika Serikat sebesar 25% (dua 
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puluh lima persen) dibandingkan dengan nilai kurs 

tengah Bank Indonesia akhir tahun 2020 senilai 

Rp14.105,00 (empat belas ribu seratus lima rupiah) 

untuk US$1 (satu dollar Amerika Serikat). 

(2) Perubahan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan melalui Peraturan Menteri. 

 

Pasal 47 

Ketentuan mengenai: 

a. proses manufaktur dan pelaksanaannya; 

b. penggunaan sistem roda kemudi; 

c. penggunaan NIK; 

d. perizinan untuk Perusahaan Industri; 

e. pengujian emisi CO2 atau konsumsi bahan bakar; 

f. ketentuan importasi Kendaraan Bermotor IKD, 

Kendaraan Bermotor CKD, dan komponen yang 

dikecualikan dari Kendaraan Bermotor IKD; 

g. permohonan dan penerbitan Surat Persetujuan, Surat 

Persetujuan Impor Komponen Non-IKD, dan Surat 

Penetapan; 

h. pelaporan dan pengawasan; dan 

i. sanksi, 

dalam Peraturan Menteri ini berlaku bagi kendaraan bermotor 

listrik berbasis baterai sepanjang tidak diatur atau tidak 

bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri 

Perindustrian mengenai spesifikasi, peta jalan pengembangan, 

ketentuan penghitungan tingkat komponen dalam negeri, 

keadaan terurai lengkap, dan keadaan terurai tidak lengkap 

untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery 

electric vehicle). 
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BAB VIII 

KETENTUAN PERALIHAN 

 

Pasal 48 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: 

1. Surat Persetujuan untuk Kendaraan Bermotor CKD,  

Surat Persetujuan untuk Kendaraan Bermotor IKD 

dan/atau Surat Persetujuan Komponen Non-IKD yang 

telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri 

Perindustrian Nomor 34/M-IND/PER/9/2017 tentang 

Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Perindustrian Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 34/M-

IND/PER/9/2017 tentang Industri Kendaraan Bermotor 

Roda Empat atau Lebih dinyatakan tetap berlaku sampai 

habis masa berlakunya. 

2. Hasil uji emisi CO2 atau konsumsi bahan bakar yang 

telah dimiliki oleh Perusahaan Industri sebelum 

Peraturan Menteri ini berlaku masih tetap berlaku 

sepanjang tidak ada perubahan pada Tipe kendaraan 

bermotor. 

 

BAB IX 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 49 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: 

a. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 34/M-

IND/PER/9/2017 tentang Industri Kendaraan Bermotor 

Roda Empat atau Lebih (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1235) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 5 

Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Perindustrian Nomor 34/M-IND/PER/9/2017 tentang 

Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih 
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(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

378); dan 

b. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 59/M-

IND/PER/5/2010 tentang Industri Kendaraan Bermotor 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 

257) sepanjang yang mengatur mengenai ketentuan 

Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih,  

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 50 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) bulan 

terhitung sejak tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 20 Agustus 2021 

 

MENTERI PERINDUSTRIAN 

REPUBLIK lNDONESIA, 

 

ttd 

 

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 1 September 2021 

 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

BENNY RIYANTO 
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